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PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-
KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab/025433469/1/2014

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, maka dalam rangka Penyelenggara Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Timur perlu membentuk Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Luwu Timur ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4270); Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomorb 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 48844); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 08 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
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sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi
Pemilohan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31
Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O1 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program
dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 19 Tahun 2013;

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TIMUR NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab/025433469/1/2014
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN
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RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 06 Januari 2014
- ada Lampiran



